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ABSTRACT

MANUSCRIPT INFO

Like a double-edged sword, P2P lending fintech is not exempt from its own
shortcomings, ranging from high interest rates, fraud, alleged misuse of
personal data, predatory lending, and a lack of financial literacy among
prospective customers. Considering this urgency, this research employs a
normative legal research methodology, utilizing legislative, conceptual, and
comparative approaches. Furthermore, secondary data collected through
library research serves as the primary reference. The entirety of the data is
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analyzed using qualitative analysis techniques. This study also examines the
perspective of POJK No. 10/POJK.05/2022 and compares it with the concept of
smart regulation introduced by Neil Gunningham and Darren Sinclair. The
findings of this research illustrate how the smart regulatory concept impacts
the innovation of P2P lending fintech in boosting the performance of SMEs as
a critical driver of the Indonesian economy. The use of the smart regulatory
approach represents a responsive strategy to the innovation of PZP lending
fintech as a digital financing solution for SMEs. This is because P2P lending
fintech has assumed a position and opened easy access to financing,
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PENDAHULUAN

Akselerasi ekonomi digital sebagai buffer terhadap stabilitas perekonomian nasional tidak
terlepas dari produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sukarmi et al., 2021).
UMKM memiliki peran yang sangat krusial dan strategis. Adapun sejumlah peran yang
dimaksud adalah besarnya jumlah industri, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sofyan, 2017). Bahkan, kontribusi UMKM
terus meningkat di tahun 2022 dengan pencapaian 60,5% dukungan terhadap PDB dan
96,9% dari total angka penyerapan tenaga kerja di tingkat nasional (Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Apalagi total keseluruhan
UMKM nasional mencapai di angka 64,19 juta dengan komposisi UMK mencapai 64,13 juta
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(99,92%) dari total sektor usaha (Maryanto et al., 2022). Dominasi peran tersebut berasal
dari keyakinan bahwa UMKM adalah critical engine bagi perekonomian negara Indonesia.
Namun, kendala terbesar yang sering kali menghambat perkembangan UMKM adalah
terbatasnya modal usaha. Di sisi lain, pelaku UMKM tidak bisa mengandalkan pinjaman bank
dengan pemberian jaminan, persyaratan, dan sulitnya prosedural sebagai akibat penerapan
prinsip kehati-hatian (Anggraeni & Herlinawati, 2019).

Tujuan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan perbankan adalah untuk
menghindari terjadinya kredit macet. Hal ini merupakan salah satu cara bank untuk menjaga
kualitas tingkat kesehatan bank melalui indikator non-performing loan (NPL) (Disemadi,
2019). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian ditetapkan agar bank selalu dalam keadaan
sehat, likuid, dan solvent (Budiman & Supianto, 2020). Di sisi lain, pelaku UMKM dalam
menanggapi problematika kebutuhan modal usaha mulai beralih dan beradaptasi pada
fintech peer-to-peer lending (fintech P2P lending). Fintech P2P lending adalah suatu alternatif
sumber pembiayaan dan modal masyarakat dalam menjalankan usaha (Aprita, 2021). Bisnis
fintech P2P lending adalah inovasi keuangan dengan sentuhan modernisasi teknologi yang
cepat untuk diakses dan mudah digunakan (Disemadi, 2021). Kemudahan operasional dan
jangkauan akses yang ditawarkan oleh fintech P2P lending memberikan solusi bagi pihak
yang kelebihan dana (lender) dan pihak yang kekurangan dana (borrower) (Sudirman &
Disemadi, 2022). Fintech P2P lending memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pengajuan
pinjaman karena segala bentuk syarat-syarat dan dokumen hanya perlu dicantumkan secara
online. Ibarat pedang bermata dua, layanan fintech P2P lending dalam perspektif borrower
adalah solusi, tetapi juga sebagai ancaman (Setyaningsih et al., 2020).

Risiko yang hadir dalam penyelenggaraan fintech P2P lending adalah keamanan data
pribadi milik konsumen dan aksi cybercrime (Stevani & Sudirman, 2021). Minimnya literasi
keuangan digital menjadikan pelaku UMKM mudah terjebak dalam modus fintech P2P
lending yang tidak teregistrasi (ilegal). Fintech P2P lending ilegal merupakan platform
pembiayaan dana yang tidak terdaftar dalam OJK dan telah menimbulkan banyak kerugian
baik dari segi materi maupun pencemaran nama baik, konflik antar keluarga, hingga bunuh
diri (Hanifawati, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya untuk menekan angka fintech
P2P lending ilegal terus dilaksanakan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Berdasarkan
catatan Databoks, SWI pada awal tahun 2023 hingga 3 Agustus telah berhasil memblokir
1.018 platform fintech P2ZP lending ilegal. Fenomena ini mengalami peningkatan sebesar
45,8% dibandingkan tahun 2022 yang memblokir sebanyak 698 platform. Adapun secara
kumulatif, total platform fintech P2P lending ilegal yang diberhentikan oleh SWI dari tahun
2018 hingga Agustus 2023 menyentuh angka 5.450 penyelenggara (Muhamad, 2023).

Gambar 1. Jumlah Platform Pinjol llegal yang Diblokir SWI Tahun 2018-2023
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Sumber: Databoks (Muhamad, 2023)

Penjelasan grafik di atas hanyalah sebagian yang tercatat, belum termasuk yang tidak
terdeteksi ataupun platform baru yang sedang beroperasi. Tentu saja hal ini akan berimbas
pada kekhawatiran masyarakat terutama individu awam yang mudah tergiur dengan
penawaran syarat mudah dari fintech PZP lending ilegal. Oleh sebab itu, dampak peningkatan
drastis fintech P2P lending ilegal berujung pada keluhan dan aduan masyarakat terhadap
OJK. Aduan yang umumnya dilayangkan berupa ancaman penyebaran data pribadi, prosedur
penagihan yang melibatkan seluruh kontak borrower, teror maupun intimidasi, hingga
penagihan tanpa meminjam. Berdasarkan Databoks, OJK mencatat sebanyak 3.903 aduan
masyarakat tentang fintech PZP lending ilegal mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga
29 Mei 2023 (Annur, 2023). Jumlah aduan yang paling banyak diterima oleh OJK adalah
sebanyak 1.173 di bulan Januari 2023, yang kemudian ditambah pada bulan Februari
sebanyak 636 aduan. Setelah itu, pengaduan di bulan Maret menyentuh angka 980 kasus,
yang jumlahnya cenderung menurun menjadi 694 di bulan April dan 420 di bulan Mei 2023.

Gambar 2. Jumlah Aduan Masyarakat tentang Pinjol Ilegal Bulan Januari-Mei 2023
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Sumber: Databoks (Annur, 2023)

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan fintech P2P lending harus didukung
dengan produk hukum, pengawasan yang tegas, dan penyuluhan masif. Urgensi tersebut
yang memicu OJK menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, persoalan
mendasar yang dihadapi oleh industri fintech P2P lending adalah ‘teknologi berkembang jauh
lebih cepat daripada perkembangan hukum’. Ungkapan ini sejalan dengan adagium hukum
yaitu ‘het recht hink achter de feiten aan’, diterjemahkan bahwa hukum berjalan tertatih-tatih
di belakang peristiwa konkretnya. Merujuk fenomena kebutuhan UMKM terhadap presensi
fintech P2P lending telah menuntut regulator agar dapat menciptakan sistem pengaturan.
Adapun maksud sistem ini adalah mampu untuk memberikan jaminan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan problematika yang dialami, penelitian ini
mencoba untuk mengkaji paradigma yang lebih luas yaitu smart regulatory terhadap teori
smart regulation dari Neil Gunningham dan Darren Sinclair. Konsep smart regulatory
merujuk pluralisme regulasi yang terdiri dari bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif,
dan inovatif, melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha, dan pihak
ketiga (Gunningham & Sinclair, 2017).
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Sejumlah penelitian telah melakukan kajian terhadap topik fintech P2P lending. Salah
satunya menguraikan bahwa fintech P2P lending dapat dijadikan sebagai alternatif potensial
sumber pendanaan pelaku UMKM (Aprita, 2021). Adapun peneliti lain cenderung berfokus
pada sudut pandang perlindungan hukum konsumen UMKM melalui pengawasan OJK dalam
lingkup transaksi fintech P2P lending (Lubis, 2020). Terakhir, penelitian ini merujuk teori
Neil Gunningham dan Darren Sinclair yaitu konsep smart regulation (Gunningham & Sinclair,
2017). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka fokus analisa dan novelty penelitian
ini membahas bagaimana pendekatan smart regulatory sebagai perluasan makna konsep
smart regulation milik Neil Gunningham dan Darren Sinclair. Kontribusi penelitian secara
teoritis dapat dipergunakan oleh calon sarjana hukum sebagai sumber pembelajaran yang
mengkaji tentang konektivitas perluasan smart regulatory. Penelitian bersangkutan juga
dapat dijadikan rujukan ataupun referensi bagi peneliti hukum yang mengkaji tema relevan.
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pengetahuan
bagi masyarakat maupun ahli hukum terkait topik yang dikaji. Dengan demikian, hasil
penelitian mampu memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, OJK, dan penegak
hukum. Masukan ini berupa gambaran pendekatan smart regulatory terhadap fintech P2P
lending guna mendongkrak kinerja UMKM sebagai critical engine nasional.

METODE

Penelitian hukum merupakan aktivitas krusial dalam ruang lingkup ilmiah, karena
didasarkan kepada berbagai metode, sistematika, dan pemikiran (Soekanto, 2006). Metode
penelitian mencakup bagaimana cara berpikir dan berbuat guna memberikan persiapan
yang baik untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang di
atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena objek
ataupun karakteristik penelitiannya memuat perbandingan hukum dari segi pendekatan
smart regulatory dengan pendekatan lainnya (Disemadi, 2022). Perbandingan hukum ini
membahas tentang gambaran pendekatan smart regulatory fintech PZP lending dalam
layanan pendanaan digital UMKM. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder
berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research)
seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan penelitian terdahulu. Adapun
jenis pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),
pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative
Approach). Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian adalah teknik analisis
kualitatif, yang bersifat non-statistik dan non-matematis. Kumpulan data yang ada melalui
studi kepustakaan akan dilaporkan dan dianalisis sesuai dengan teori hukum responsif
sehingga diperoleh suatu kesimpulan terkait seberapa krusial pendekatan smart regulatory
fintech P2P lending dalam isu pemenuhan modal UMKM nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Payung Hukum Fintech P2P Lending di Indonesia

Fintech P2P lending merupakan sebuah platform online yang menghubungan dua belah
pihak dengan kepentingannya masing-masing. Di sisi pemilik dana, fintech P2P lending akan
menyediakan wadah untuk menyalurkan secara langsung pinjaman tersebut kepada debitur
dengan return lebih tinggi. Sedangkan, peminjam dana dapat melakukan pengajuan kredit
pada kreditur tanpa birokrasi yang sulit dan cepat apabila dibandingkan dengan Lembaga
Keuangan Konvensional. Berdasarkan kajian literatur, fintech P2P lending disebut sebagai
‘social lending’ atau ‘person-to-person lending’. Inovasi ini adalah realisasi crowdfunding
berbasis utang yang menjalankan praktik pinjam-meminjam melalui platform yang telah
disediakan oleh perusahaan penyelenggara (Rigby Bangun, 2021). Skema pendanaan fintech
P2P lending serupa dengan konsep marketplace yaitu menyediakan platform antara pembeli
dan penjual, sedangkan fintech P2P lending berperan untuk menghubungkan lender dan
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borrower secara online. Kapasitas penyelenggara fintech PZP lending adalah memastikan
bahwa borrower layak dalam pengajuan kredit, membantu lender menemukan user layanan,
membantu birokrasi administrasi, memastikan kelancaran arus dana, serta melaksanakan
prosedur penagihan apabila terjadi telat hingga gagal bayar (Sihombing et al., 2021).

Industri pendanaan yang diselenggarakan oleh fintech P2P lending memberikan
kontribusi besar sekaligus tantangan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Kontribusi
dan tantangan pelaksanaan fintech PZP lending telah diatur oleh berbagai payung hukum.
Secara umum, fintech P2P lending berada di bawah pengawasan 3 (tiga) organisasi nasional
yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo).
Dalam mendorong pertumbuhan industri fintech PZP lending, ketiga organisasi tersebut
memiliki kapasitas dan tugasnya masing-masing. Pertama, Kominfo mengesahkan beberapa
payung hukum yang diatur untuk mengawasi jalannya aktivitas fintech P2P lending. Regulasi
yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana
Pasal 15 ayat (1) UU ITE bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus melaksanakan
aktivitas secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal ini menyatakan bahwa fintech
P2P lending termasuk PSE sehingga wajib untuk menjalankan tindakan preventif dalam
menyediakan sistem elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur adanya perlindungan
data pribadi. Substansi pasalnya mengungkapkan bahwa penggunaan informasi pribadi
harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan. Jika hak
seseorang dilanggar sebagaimana ayat (1), maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan
sebuah gugatan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE.

Kominfo juga mengesahkan regulasi tambahan yaitu Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
(Permen Kominfo No. 4/2016). Permen Kominfo 4/2016 mengatur tentang penerapan
Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh PSE untuk pelayanan publik berdasarkan
asas risiko. Regulasi ini terdiri dari 29 Pasal dan 12 BAB meliputi Ketentuan Umum;
Kategorisasi Sistem Elektronik; Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
Penyelenggaraan; Lembaga Sertifikasi; Penerbitan Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi,
Pencabutan Sertifikat; Penilaian Mandiri; Pembinaan; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan
Peralihan; Ketentuan Penutup (Moerada et al.,, 2021). Pasal 10 Permen Kominfo 4/2016
berkaitan dengan kegiatan fintech P2P lending, juga menegaskan bahwa penyelenggara
wajib memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Adapun regulasi
lainnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem
elektronik yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen
Kominfo No. 20/2016). Regulasi tersebut mencakup beberapa poin yaitu Ketentuan Umum;
Perlindungan; Hak Pemilik Data Pribadi; Kewajiban Pengguna; Kewajiban Penyelenggara
Sistem Elektronik; Penyelesaian Sengketa; Peran Pemerintah dan Masyarakat; Pengawasan;
Sanksi Administratif; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Kedua, Bank Indonesia telah mengesahkan sejumlah regulasi. Walaupun, fintech PZP
lending tidak dikategorikan sebagai layanan perbankan. Adapun regulasi yang dimaksud
yakni Peraturan Bl Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
(PBI No. 19/12/PBI/2017). Regulasi ini disahkan sebagai bentuk acuan terkait kewajiban
penyelenggara fintech untuk dapat melakukan pendaftaran di Bank Indonesia, terutama
platform yang melaksanakan aktivitas layanan sistem pembayaran. Pasal 1 ayat (1) PBI No.
19/12/PBI/2017 mendefinisikan kata fintech sebagai penggunaan teknologi dalam sistem
keuangan. Tujuan Bank Indonesia mengatur aktivitas fintech adalah mendorong adanya
inovasi keuangan dengan penerapan prinsip perlindungan konsumen, serta manajemen
risiko dan kehati-hatian. Hal ini guna untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem
keuangan dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Pasal 3 ayat (1) PBI
No. 19/12/PBI/2017 menguraikan ada 5 (lima) kategori penyelenggaraan fintech antara
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lain: a) sistem pembayaran; b) pendukung pasar; c) manajemen investasi dan manajemen
risiko; d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; serta e) jasa finansial lainnya.

Berdasarkan kategori ini, fintech P2P lending dikategorikan ke dalam jenis pinjaman,
pembiayaan, dan penyediaan modal. Selanjutnya, legalitas fintech P2P lending diperhatikan
untuk wajib melakukan pendaftaran di Bank Indonesia sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat
(1) PBI No. 19/12/PBI/2017. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk
melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggara fintech P2P lending yang telah terdaftar.
Adapun regulasi lain adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018
tentang Uang Elektronik (PBI No. 20/6/PBI/2018). Menurut substansi Pasal 1 angka (3) PBI
No. 20/6/PBI/2018, bahwa definisi uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang
memenuhi unsur: a) penerbitan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip; dan c)
bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam
regulasi ini, hanya mengatur fintech sistem pembayaran atau yang disebutkan dengan
Layanan Keuangan Digital (LKD). Pengertian LKD adalah aktivitas layanan jasa pembayaran
dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit bersama pihak ketiga, serta memanfaatkan
teknologi mobile atau website.

Ketiga, industri fintech PZP lending berada di bawah pengawasan OJ]K selaku regulator
sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Namun, POJK tersebut kemudian
dicabut, dan ditetapkan POJK baru yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 10/POJK.05/2022).
Alasan pengesahan POJK No. 10/POJK.05/2022 adalah untuk mendorong perkembangan
terhadap aktivitas penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, serta
POJK No. 77/POJK.01/2016 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri
fintech dan kebutuhan hukum. Pengertian fintech P2P lending atau Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1)
POJK No. 10/POJK.05/2022. Adapun sejumlah poin substansi POJK No. 10/POJK.05/2022
yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK No. 77 /POJK.01/2016. Poin-poin tersebut antara
lain: 1) Badan Hukum, Kepemilikan Saham, dan Syarat Permodalan Penyelenggara.
Merujuk substansi POJK No. 10/POJK.05/2022 bahwa pihak OJK telah membatasi dan hanya
mengizinkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum penyelenggara. Kepemilikan saham
juga diberikan batasan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan hukum asing. Pihak
WNA hanya dapat menjadi pemilik saham mandiri melalui transaksi bursa efek. Selain itu,
syarat permodalan mengalami peningkatan yang awalnya minimal Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

2) Pemegang Saham Pengendali yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (29) bahwa
Pemegang Saham Pengedali (PSP) harus memiliki saham sebesar 25% dari jumlah saham
yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. POJK terbaru ini secara detail menjelaskan
tentang PSP mulai dari kewajiban, tanggung jawab, dan prosedur penunjukkan. Pasal 5 ayat
(1) POJK No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib untuk menetapkan
paling sedikit 1 (satu) PSP. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK
ini ditetapkan, wajib melaporkan penetapan PSP dan perubahan kepada OJK, sebagaimana
ditegaskan dalam ayat (4). Pada dasarnya PSP bertanggung jawab terhadap segala kerugian
yang dialami oleh Penyelenggara. 3) Konversi Penyelenggara Konvensional menjadi
Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. Substansi ini diterangkan dalam Pasal 10
POJK No. 10/POJK.05/2022 bahwa regulasi mengizinkan perubahan penyelenggaraan dari
konvensional menjadi prinsip syariah, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
Berdasarkan permohonan persetujuan konversi, OJK dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) hari kerja untuk memberikan keputusan.

4) Akses dan Penggunaan Data Pribadi. Sebelum memperoleh dan mempergunakan
data pribadi, penyelenggara wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik terlebih dahulu.
Sebagaimana substansi Pasal 46 bahwa ketentuan akses data pribadi meliputi persetujuan
yang dikecualikan sesuai dengan regulasi; pemilik dapat mengajukan permintaan kepada
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penyelenggara untuk mengakses dan meminta salinan data pribadi miliknya; pemilik berhak
untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan ataupun ketidakakuratan, memusnahkan data
pribadi; serta dilakukan permohonan secara tertulis. Bahkan, regulasi ini mengatur tentang
jangka waktu dan penghapusan data pribadi. Penyelenggara wajib untuk menyimpan data
pribadi dalam sistem elektronik dalam waktu minimal 5 tahun sejak berakhirnya hubungan
usaha. Mekanisme penghapusan data pribadi dapat melalui penyediaan saluran komunikasi,
fitur khusus, atau pendataan permintaan atas penghapusan informasi elektronik. 5) Sanksi
Administratif. Poin ini menegaskan bahwa penyelenggara dapat dikenakan suatu sanksi
administrasi apabila melanggar regulasi tersebut. Sanksi administrasinya berupa peringatan
tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. Terakhir, 6)
Ekuitas dan Tingkat Kualitas Pendanaan Penyelenggara. Regulasi menyebutkan bahwa
penyelenggara wajib mempunyai minimal ekuitas sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas
miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut juga dapat dilihat dalam Pasal 50 POJK No.
10/POJK.05/2022. Adapun tingkat kualitas pendanaan penyelenggara dibagi menjadi 5
(lima) antara lain lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
Ketentuan lebih lanjut tentang kualitas pendanaan ditetapkan oleh OJK.

Perbandingan Pendekatan Smart Regulatory dengan Pendekatan Lainnya

Perubahan mendasar yang eksis terjadi dalam sistem keuangan global memerlukan
suatu rancangan pendekatan regulasi yang komprehensif terhadap perkembangan inovasi
fintech (Njatrijani, 2019). Salah satu pendekatan regulasi yang dimaksud adalah smart
regulatory sebagai perluasan konsep smart regulation dari Neil Gunningham dan Darren
Sinclair. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 melalui buku dengan
judul yang sama (Hansel, 2022). Gunningham mengungkapkan bahwa konsep ini merujuk
pluralisme regulasi yang terdiri dari bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif, dan
inovatif (Sinaga, 2021). Pelaksanaan smart regulatory melibatkan berbagai stakeholder yaitu
pemerintah, pelaku usaha, dan pihak ketiga sebagaimana berikut “In doing so, it harnesses
governments as well as business and third parties. For example, it encompasses self-regulation
and co regulation, using commercial interests and non-governmental organisations (NGOs)
(such as peak bodies) as regulatory surrogates, together with improving the effectiveness and
efficiency of more conventional forms of direct government regulation” (Moretz, 2017).

Paradigma smart regulatory merujuk pluralisme penegakan hukum dalam penyusunan
dan penerapan norma melalui kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif, inovatif. Pelaksanaan
smart regulatory tidak hanya melibatkan keterikatan 2 (dua) belah pihak antara pemerintah
sebagai regulator dan pelaku usaha sebagai komunitas yang diatur (regulated communities).
Akan tetapi, pendekatan ini mengikutsertakan masyarakat secara komersial maupun non-
komersial dalam penegakan hukumnya. Lebih lanjut, implementasi smart regulatory
berawal dari asumsi bahwa regulasi merupakan proses bipartit yang hanya melibatkan
pemerintah sebagai regulator dan bisnis sebagai entitas yang diatur. Namun, banyak
penelitian empiris yang mengungkapkan bahwa keanekaragaman regulasi telah melibatkan
pihak beragam sekaligus mempengaruhi reaksi kelompok yang diatur dalam konteks yang
lebih kompleks. Berdasarkan pandangan smart regulatory, sebaiknya regulator memberikan
perhatian lebih pada pemahaman bahwa regulasi tidak hanya sekedar sebuah peraturan,
melainkan adanya interaksi dan pengaruh yang lebih luas.

Mayoritas penjelasan smart regulatory dalam tulisan ini merujuk pada konsep yang
diungkapkan oleh Gunningham yaitu prinsip desain regulasi (regulatory design principles).
Adapun poin penting dalam regulatory design principles: Pertama, mengutamakan policy
mixes yang menggabungkan kombinasi instrumen dan kelembagaan (Cejudo & Michel,
2021). Faktanya, hanya ada sedikit situasi di mana satu instrumen regulasi mungkin adalah
cara yang paling efisien atau efektif untuk mengatasi problema tertentu. Namun, sebagian
besar situasi, masing-masing instrumen mempunyai kekuatan dan kelemahan, dan tidak ada
satupun yang cukup fleksibel dan tangguh untuk mampu mengatasi semua masalah dalam
semua konteks dengan sukses. Instrumen command and control memiliki keunggulan yaitu
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dapat diandalkan dan diprediksi (jika ditegakkan secara memadai), namun terbukti tidak
fleksibel maupun efisien. Sebaliknya, instrumen ekonomi (economic instruments) cenderung
lebih efisien namun, dalam banyak kasus, tidak dapat diandalkan. Strategi berbasis
informasi (information-based), kesukarelaan (voluntarism), dan pengaturan mandiri (self-
regulation) memiliki keunggulan karena tidak memaksa, tidak mengganggu, dan (dalam
banyak kasus) hemat biaya. Akan tetapi, ketiga konsep ini memiliki keandalan yang rendah
bila digunakan terpisah. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada besarnya
kesenjangan antara kepentingan publik dan swasta. Maka, solusi terbaik mengatasi
kekurangan masing-masing instrumen, sambil memanfaatkan kelebihan.

Kombinasi instrumen menjadi indikator penting untuk saling melengkapi (inherently
complementary), kontraproduktif, atau pada dasarnya bersifat spesifik dalam melaksanakan
konsep smart regulatory (Rogge & Reichardt, 2016). Hal ini dikarenakan topik kombinasi
regulasi menduduki peran sentral dalam pelaksanaan smart regulatory. Dengan demikian,
gambaran tentang kombinasi apa yang baik, apa hal yang harus dihindari menjadi topik yang
sangat penting untuk diperhatikan. Kedua, kesederhanaan memilih tindakan yang tidak
terlalu intervensionis (The virtues of parsimony: why less interventionist measures should be
preferred in the first instance and how to achieve such outcomes). Intervensi dalam smart
regulatory memiliki 2 komponen utama yaitu Preskripsi dan Paksaan. Preskripsi mengacu
sejauh mana regulator dapat menentukan tingkat, jenis, dan metode yang akan diterapkan.
Di sisi lain, paksaan mengacu sejauh mana pihak regulator dapat memberikan tekanan
negatif pada pihak yang diatur untuk meningkatkan kinerjanya. Lebih lanjut, alasan
mengapa pendekatan yang tidak terlalu intervensionis harus dipilih jika dibandingkan
pendekatan yang lebih intervensionis.

Dalam hal efisiensi, instrumen yang bersifat memaksa biasanya memerlukan sumber
daya administratif yang besar untuk melakukan pengawasan dan kepolisian, yang tanpanya
instrumen tersebut kemungkinan besar tidak akan efektif. Di sisi lain, instrumen yang sangat
preskriptif kurang fleksibel dan tidak memfasilitasi solusi berbiaya rendah. Hal ini juga
dapat mengakibatkan pengerahan sumber daya yang tidak perlu untuk mengawasi mereka
yang bersedia mematuhi hukum secara sukarela jika ada opsi yang tidak terlalu
intervensionis. Pihak yang berkinerja baik mungkin terhambat untuk melampaui kepatuhan
terhadap peraturan tersebut. Umumnya instrumen dengan tingkat intervensi yang tinggi
dianggap kurang baik. Hal ini dikarenakan tindakan yang sangat koersif dapat menimbulkan
kebencian dan penolakan dari pihak yang beranggapan intervensi tidak dibenarkan, dapat
mengganggu urusan mereka, dan tidak konstruktif. Berbeda dengan intervensionis rendah
tetap dapat dilaksanakan sepanjang opsi-opsi yang ditawarkan memiliki keuntungan besar
dalam hal fleksibilitas yang lebih besar. Menurut sudut pandang regulator, fokus pendekatan
yang tidak terlalu intervensionis memiliki daya tarik dan asumsi bahwa tindakan ini dapat
berhasil, sebagaimana ‘starting with the least interventionist policy measure’ (Gossum et al.,
2012).

Ketiga, meningkatkan piramida instrumen sejauh yang diperlukan untuk mencapai
tujuan kebijakan. Perlu diketahui regulator harus memilih preferensi dengan tindakan yang
paling sedikit intervensi dan akan berhasil. Namun, regulator akan kebingungan apakah
tindakan tertentu yang mereka rencanakan akan berhasil atau tidak. Kondisi ini disebabkan
oleh 2 alasan: 1) suatu instrumen tertentu mungkin efektif dalam mempengaruhi perilaku
sebagian orang, namun tidak efektif bagi orang lain (menunjukkan perlunya peraturan yang
responsif terhadap perilaku individu yang berbeda-beda); 2) suatu instrumen tertentu yang
sebelum diperkenalkan, terlihat dapat dijalankan secara keseluruhan. Akan tetapi,
berdasarkan pengalaman praktis tidaklah demikian (perlunya pengurutan instrumen untuk
meningkatkan ketergantungan). Merujuk problema tersebut, John Braithwaite dengan teori
‘enforcement pyramid’ yang pada dasarnya memahami regulasi responsif dalam konteks
budaya regulasi yang dialogis (Wijaya, 2021).

Pihak regulator memberikan sinyal kepada industri tentang komitmen mereka untuk
meningkatkan respons penegakan hukum ketika intervensi pada tingkat yang lebih rendah
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gagal. Dalam model ini, regulator memulai dengan mengambil asumsi kebajikan (yang
mereka tanggapi dengan tindakan kooperatif) namun ketika harapan mereka tidak tercapai,
mereka merespons dengan strategi hukuman/koersif secara progresif hingga regulator
mematuhinya (McGeveran, 2016). Inti model Braithwaite adalah suatu kemampuan untuk
melakukan eskalasi secara bertahap dari intervensi rendah ke tingkat intervensi tinggi, yang
berpuncak pada puncak regulasi, jika diaktifkan, akan cukup kuat untuk mencegah pelaku
yang paling parah sekalipun. Ada kemungkinan untuk mengkonsep ulang dan memperluas
piramida penegakan hukum tersebut antara lain: 1) pihak ketiga dapat bertindak sebagai
quasi-regulators, selain itu pihak yang diatur dapat menjalankan peran self regulatory; 2)
piramida Braithwaite menggunakan kategori instrumen tunggal, yaitu khususnya peraturan
negara, dan bukan serangkaian instrumen para pihak. Namun, konsep ini berbeda dengan
piramida dalam teori smart regulatory yaitu adanya kemungkinan regulasi menggunakan
sejumlah instrumen berbeda dari sejumlah pihak. Hal ini juga mencakup eskalasi ke tingkat
koersivitas yang lebih tinggi tidak hanya dalam satu kategori instrumen.

Keempat, memberdayakan pihak ketiga (baik komersial maupun non-komersial)
untuk bertindak sebagai regulator pengganti (Brand, 2020). Peran penting yang dimainkan
oleh pihak ini terdiri dari asosiasi industri (yang menjalankan self regulatory) melalui
lembaga keuangan hingga kelompok penekan lainnya. Namun, seringkali pemerintah
sebagai pihak regulator mengabaikan potensi dan kontribusi pihak ketiga, sehingga
timbulnya penyedia peraturan yang otoriter. Oleh sebab itu, dengan memperluas ‘tool box’
regulasi maka kebijakan ideal untuk mencakup banyak pihak, serta kelemahan dari segi
peraturan lama dapat diatasi. Ada sejumlah alasan mengapa kontribusi pihak ketiga selama
proses regulasi dapat memberikan hasil yang lebih baik: 1) peraturan semu pihak ketiga
jauh lebih kuat dibandingkan intervensi pemerintah; 2) regulasi dianggap lebih sah; 3)
keterbatasan sumber daya pemerintah, khususnya kendala fiskal. Kemudian, terdapat
mekanisme yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai regulator untuk melibatkan
pihak kedua dan ketiga secara lebih penuh dalam proses pembuatan regulasi. Pemerintah
diharuskan untuk mencari cara lain untuk memperluas jangkauannya melalui penataan
pasar yang inovatif.

Titik awal yang jelas adalah penyediaan informasi yang memadai. Tanpa data yang
dapat diandalkan tentang kondisi status quo, pihak ketiga tidak akan mampu memberikan
penilaian objektif terhadap suatu problematika. Hal ini sejalan dengan konsep smart
regulatory bahwa peran pemerintah yang lebih diutamakan adalah menciptakan prasyarat
yang diperlukan agar pihak kedua atau ketiga dapat menanggung beban peraturan yang
lebih besar dibandingkan melakukan intervensi langsung. Pembebanan akan menimbulkan
rasa kepemilikan yang besar dan mengurangi penggunaan peraturan yang terlalu banyak.
Dalam situasi ini, pemerintah bertindak sebagai katalis atau fasilitator (Rokhmat & Kartini,
2023). Secara khusus, penerapan konsep memainkan peran penting untuk memungkinkan
adanya peningkatan yang terkoordinasi dan bertahap pada piramida instrumen, mengisi
kesenjangan yang mungkin ada dalam piramida, dan memfasilitasi hubungan antar lapisan
yang berbeda. Kelima, memaksimalkan peluang untuk hasil yang saling menguntungkan
(win/win outcomes) dengan memperluas batasan di mana peluang tersebut tersedia dan
mendorong bisnis untuk ‘melampaui kepatuhan’ dalam persyaratan hukum yang ada (Jiang
& Fu, 2019). Para pihak dalam regulasi diharuskan bertindak lebih dari sekadar mematuhi
persyaratan legislatif yang diberlakukan, mengambil sikap ‘proaktif’ serta secara sukarela
melampaui standar kinerja minimum yang diamanatkan.

Pendekatan Smart Regulatory Fintech P2P Lending dalam Layanan Pendanaan Digital
bagi UMKM

Pembangunan nasional merupakan upaya eskalasi kualitas masyarakat Indonesia yang
memperhatikan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional sangat
mengandalkan bidang ekonomi sebagai indikator keberhasilan pemerintah. Salah satu
indikator yang terus ditingkatkan adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

505



Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume T (3) 2024

(UMKM). Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 60,5% (Tambunan, 2023). Namun, kenyataannya
UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam perihal pendanaan sehingga membutuhkan
dukungan investor. International Finance Corporation (IFC) mengungkapkan bahwa pelaku
UMKM masih mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari sumber konvensional
(Andaiyani etal., 2020). Adanya kesenjangan pendanaan untuk sektor UMKM yang mencapai
USD 166 miliar atau sekitar 19% dari PDB tahun 2017. Bahkan, UMKM dikategorikan sebagai
usaha yang belum bankable atau dinilai belum memenuhi syarat cukup untuk difasilitasi oleh
perbankan dalam pemberian kredit modal kerja. Adapun syarat yang seringkali diperlukan
dalam pengajuan kredit perbankan adalah agunan. Keberadaan agunan ini tidak sebatas
ketersediaan harta, tetapi termasuk tidak adanya dokumen kepemilikan hak kebendaan.

Berdasarkan problematika ini, fintech P2P lending mengambil posisi dan membuka
akses pendanaan yang mudah untuk dijangkau. Fintech PZP lending menawarkan pinjaman
cepat dan mudah tanpa jaminan. Akan tetapi, perkembangan signifikan fintech P2P lending
telah melahirkan tantangan tersendiri yaitu pengaturan hukum. Hal ini disebabkan oleh
kemunculan beragam inovasi keuangan dan model bisnis baru yang sebelumnya tidak diatur
dalam regulasi. Timbul persoalan mendasar bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat
dibandingkan perkembangan hukum (Fenwick et al., 2017). Fenomena ini sejalan dengan
adagium hukum ‘het recht hink achter de feiten aan’ atau hukum berjalan tertatih-tatih di
belakang peristiwa konkretnya. OJK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan industri keuangan non-bank telah menetapkan sejumlah produk
hukum. Akan tetapi, masih banyak fintech P2P lending yang beroperasi tanpa izin OJK atau
ilegal. Salah satu kasus terbaru fintech ilegal yang menjerat perawat Rumah Sakit Angkatan
Laut (RSAL) di Surabaya dengan inisial nama GRD (30) hingga pada akhirnya bunuh diri.

Pada dasarnya, keberlanjutan fintech PZ2P lending akan berdampak serius apabila
dalam hal legalitas tidak ditangani secara responsif terutama kehadiran produk hukum
khusus fintech P2P lending. Regulasi tersebut harus dapat mengakomodir berbagai hal mulai
dari perizinan, pengaturan, pengawasan, tindakan penyelenggaraan, serta perlindungan
hukum. Kekhawatiran terhadap regulasi yang kurang komprehensif, peningkatan kerugian
kredit, perilaku bisnis yang buruk, serta ancaman perlindungan hukum bagi konsumen dan
investor menjadi pertimbangan stakeholder termasuk UMKM dalam aktivitas pinjam-
meminjam online (Irawansah et al, 2021). Fenomena fintech P2P lending memberikan
tantangan bagi regulator untuk menciptakan sistem penengakan hukum komprehensif,
memberikan jaminan kepastian, perlindungan hukum, dan dapat mendorong pertumbuhan
perekonomian nasional. Perlu diketahui bahwa konsep regulasi keuangan harus mempunyai
2 (dua) tujuan yaitu terwujudnya stabilitas keuangan dan terwujudnya perlindungan bagi
user (Rahadiyan, 2020).

Pertama, melibatkan unsur policy mixes dan kerja sama dengan kelembagaan seperti
0OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Republik Indonesia relevan. Hal ini dikarenakan, satu
instrumen regulasi belum tentu menjadi cara yang paling efektif dan efisien dalam mengatasi
problematika fintech PZP lending. Pendekatan smart regulatory mengungkapkan bahwa
regulasi perlu untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, apabila membahas penyelesaian
masalah perlindungan data pribadi, maka regulasi yang dapat dikombinasikan adalah POJK
No. 10/POJK.05/2022 dan UU PDP. Regulator perlu memutuskan kombinasi apa yang tepat
dengan tujuan memaksimalkan manfaat fintech P2P lending dan meminimalisir potensi
risiko yang ditimbulkannya terhadap sistem keuangan. Masalah yang dikhawatirkan adalah
maraknya praktik fintech PZP lending ilegal sehingga perlu adanya peningkatan kerja sama
dalam menekan fenomena tersebut. Upaya ini bercermin dari penyelenggaraan regulasi
sebelumnya bahwa sekitar 95% fintech P2P lending yang beroperasi di Indonesia adala ilegal
(Anam, 2022). Dengan demikian, solusi terbaik dalam menyelesaikan problema fintech PZP
lending adalah mengatasi kekurangan dari masing-masing instrumen, dan memanfaatkan
kelebihannya melalui desain kombinasi instrumen. Poin tersebut akan menjadi bagian yang
krusial dalam mendorong peningkatan pendanaan digital UMKM.
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Kedua, memanfaatkan unsur kesederhanaan dengan memilih tindakan yang tidak
terlalu intervensionis. Regulator dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap aktivitas
fintech P2P lending harus menentukan terlebih dahulu bagaimana tingkat, jenis dan metode
yang akan diterapkan. Selanjutnya, paksaan dalam regulasi tetap harus diperhatikan agar
mampu memberikan tekanan negatif sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran. Sebagai
contoh yakni sanksi-sanksi dan larangan bagi penyelenggara fintech P2P lending yang wajib
ditegaskan dalam substansi regulasi. Dengan pendekatan yang tidak terlalu intervensionis
akan lebih efisien dikarenakan tidak perlu adanya pengerahan sumber daya administratif
yang terlalu besar. OJK menyatakan bahwa pengembangan regulasi fintech P2P lending harus
memiliki jenis light touch approach dengan mempertimbangkan keadilan dan perlindungan
konsumen. Perlu diketahui bahwa regulasi yang terlalu mengekang dapat mendorong user
semakin jauh dari ruang regulasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendekatan light touch
dan safe labour yang dipergunakan Bill Clinton dalam membuat tatanan regulasi fintech P2P
lending. Secara singkat, light touch memberikan ruang seluas-luasnya bagi inovator untuk
bereksperimen dengan tidak menetapkan regulasi yang terlalu ketat maupun mengekang
inovasi. Sedangkan, safe labour bertujuan untuk memberikan kepercayaan diri bagi investor
dan pelaku usaha agar semakin inovatif. Dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ramah dan
akuratif mencegah intervensionis berlebihan dan tetap memberikan kesempatan fintech P2P
lending untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM.

Ketiga, menerapkan piramida instrumen agar tercapai tujuan penetapan regulasi
fintech P2P lending. Implementasi piramida instrumen dapat dijadikan sebagai tolak ukur
keberhasilan upaya penegakan hukum. Penjelasan piramida insutrumen yang dimaksud
adalah teori ‘enforcement pyramid’ dari John Braithwaite. Dalam konsep ini, enforcement
pyramid atau piramida penegakan hukum memiliki urutan yang diawali dengan persuasion,
warning letter, civil penalty, criminal penalty, licence suspension, dan di puncak adalah licence
revocation. Selanjutnya, enforcement pyramid menjelaskan bahwa sebaiknya peran negara
harus dibatasi dalam tindakan eksekusi di puncak piramida. Sebagai contoh, adanya batasan
pemberian hukuman terhadap pihak yang melanggar secara terus menerus. Intervensi
negara dalam hal membentuk perubahan perilaku masyarakat harus selalu mengutamakan
upaya di bagian bawah piramida yaitu upaya self-regulation, persuasi, sosialisasi, maupun
penyuluhan fintech P2P lending (Wijaya, 2021). Kemudian, delegasi tugas pengaturan telah
diberikan pada self-regulation, sehingga negara dapat mengalihkan fokusnya kepada fungsi
pengawasan dan jika diperlukan dapat melibatkan tindakan intervensi. Dengan demikian,
pengaturan fintech P2P lending tidak dimonopoli oleh negara sehingga terlaksana distribusi
kewenangan dan penegakan hukum dijalankan oleh berbagai aktor seperti Lembaga
Swadaya Masyarakat atau komunitas bisnis dan sosial.

Keempat, memberdayakan presensi pihak ketiga untuk bertindak sebagai regulator
pengganti. Paradigma smart regulatory dapat menjadi rujukan bagi regulator dikarenakan
penerapan konsepnya melibatkan kedudukan pemerintah, bisnis, dan pihak ketiga. Alasan
mendasar lahirnya pendekatan smart regulatory adalah kenyataan bahwa negara tidak
cukup ahli dan terbatas dalam hal mengejar kebutuhan, bahkan rapuh dengan tekanan
politik. Oleh sebab itu, diperlukan pihak ketiga yang berpotensi dalam merancang regulasi
yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, penegakan hukum fintech P2P lending dapat
melibatkan lembaga regulator independen, korporasi multinasional dan lokal, lembaga
swadaya masyarakat, bahkan komunitas. Dalam kasus ini, kontribusi Lembaga Swadaya
Masyarakat maupun komunitas bisnis dan sosial dapat berperan untuk mengisi ruang
kosong yang tidak dapat dijangkau oleh negara akibat semakin dinamisnya perkembangan
masyarakat. Fenomena membentuk jejaring regulasi dimana para pihak dapat merancang
regulasi secara bersama-sama. Betapa krusial presensi pihak ketiga dalam perancangan
regulasi juga ditegaskan dalam substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjelaskan partisipasi masyarakat
harus diperhatikan guna menciptakan kajian yang komprehensif.
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Kelima, memperhatikan unsur win-win outcomes dengan memaksimalkan peluang
yang tersedia sehingga tercipta suatu regulasi fintech P2P lending yang komprehensif. Dalam
beberapa tahun terakhir, industri fintech P2P lending terbagi antara promosi dan regulasi
(Xu & Bao, 2023). Perkembangan hubungan tersebut mendorong adanya sebuah keinginan
agar tercapai situasi yang saling menguntungkan. Skenario klasik win-win outcomes menjadi
tantangan utama bagi regulator dalam memastikan regulasi dapat mengoptimalisasikan
peluang. Sehingga, tercapai hasil yang saling menguntungkan dan memberikan penghargaan
bagi perusahaan yang telah ‘melampaui kepatuhan’. Dengan demikian, win-win outcomes
dapat tercapai melalui intervensi peraturan yang tepat dan mendorong pihak yang diatur
untuk tidak hanya mematuhi tetapi bergerak lebih dari sekadar kepatuhan. Berdasarkan
pemaparan di atas, perkembangan industri fintech PZP lending menimbulkan tantangan
yang harus diatasi oleh regulator. Tantangan yang diterima oleh regulator yaitu menyusun
regulasi dengan kemampuan untuk mengikuti perkembangan fintech P2P lending di masa
depan. Regulasi yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan
hukum bagi user fintech PZP lending, serta dapat mendorong perekonomian nasional dan
keberlangsungan inovasi. Pertimbangan untuk memanfaatkan pendekatan smart regulatory
dalam penegakan hukum nasional diyakini dapat memberikan ‘angin baru’ dalam industri
fintech P2P lending. Pendekatan smart regulatory melalui penegakan hukum yang lebih
komprehensif juga berdampak baik terhadap digitalisasi pendanaan bagi UMKM.

PENUTUP

Implikasi perkembangan fintech P2P lending telah memberikan tantangan tersendiri
terhadap keberlangsungan penegakan hukum Indonesia. Fenomena tersebut bercermin dari
kenyataan bahwa UMKM masih mengalami kesulitan dalam pendanaan demi keberlanjutan
usaha. Oleh sebab itu, muncul inovasi Fintech P2P lending yang diharapkan dapat menjadi
sebuah alternatif pendanaan digital terhadap kesulitan UMKM. Ibarat pedang bermata dua,
lahir problema yang ditimbulkan fintech PZP lending memberikan tantangan bagi regulator
untuk menciptakan sebuah sistem penengakan hukum komprehensif, memberikan jaminan
kepastian, perlindungan hukum, serta mampu mendorong pertumbuhan perekonomian
nasional. Menilik kebutuhan presensi hukum tentang fintech P2P lending, pihak regulator
perlu merancang sebuah kebijakan yang memanfaatkan pendekatan smart regulatory.
Adapun pendekatan smart regulatory yang dikaji dalam penelitian ini yaitu regulatory design
principles. Secara ringkas, smart regulatory: 1) keinginan memilih policy mixes yang dapat
saling melengkapi dibandingkan pendekatan instrumen tunggal sambil menghindari bahaya
smorgasbordism; 2) the virtues of parsimony yaitu suatu tindakan mendahulukan penerapan
instrumen yang kurang intervensionis; 3) penerapan sistem responsif tentang pelanggaran
dengan merujuk teori ‘enforcement pyramid’ dari John Braithwaite; 4) pengakuan peran
industri dan masyarakat sebagai surrogate regulators, selain peran negara sebagai regulator
utama; 5) memaksimalkan peluang dan regulasi win-win outcomes yang mampu mendorong
tercapainya beyond compliance. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan
pendekatan smart regulatory merupakan pendekatan responsif terhadap fintech P2P lending
sebagai solusi pendanaan digital UMKM.
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